LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR : 170/SK-24/DPRD/12/2023 DAN NOMOR 19/SKB/HK/2024
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2024
NO JUDUL MATERI SIFAT TAHUN TAHUN PENGUSUL | KETERANGAN
BARU/ | PENYEMPAIAN | PELAKSANAAN
UBAH/ KE DPRD
CABUT
1. | PERUBAHAN KEDUA ATAS | PENYESUAIAN UU 13 UBAH 2023 2024 BAPEMPERDA | SELESAI
PERDA KABUPATEN KUTAI | TAHUN 2022 TENTANG DPRD DIBAHAS,
KARTANEGARA NO 4 PERUBAHAN KEDUA UU SEBAGAI
TAHUN 2019 TENTANG 12 TAHUN 2012 TENTANG DASAR
PEDOMAN PEMBENTUKAN | PEMBENTUKAN PERSETUJUAN
PRODUK HUKUM DAERAH | PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
2. | PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN BARU 2023 2024 BAGIAN SELESAI
PEMBINAAN PASAR PEDAGANG KECIL, EKONOMI DIBAHAS,
RAKYAT, PUSAT PENYEDIAAN BUPATI SEBAGAI
PERBELANJAAN DAN INFRASTRUKTUR, DASAR
TOKO SWALAYAN DUKUNGAN KEBERSIHAN PERSETUJUAN

DAN KEAMANAN,
LARANGAN MONOPOLI,
PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN,
DIVERSIFIKASI PRODUK,
PASAR BERSIH DAN
RAMAH LINGKUNGAN,
KEAMANAN KONSUMEN




PERUBAHAN ATAS PERDA | RENCANA PEMINDAHAN UBAH 2023 2024 BAPEMPERDA | SELESAI

KAB KUKAR NOMOR 10 ASET YANG DIMILIKI DPRD DIBAHAS,

TAHUN 2020 TENTANG OLEH PEMERINTAH SEBAGAI

PERUBAHAN BENTUK DAERAH YANG MASUK DASAR

HUKUM PERUSAHAAN KEDALAM OTORITA IKN PERSETUJUAN

DAERAH TUNGGANG Eéﬁﬁfsﬁﬁﬁm

PARANGAN MENJADI PT ORI A AN T

TUNGGANG PARANGAN

PERSERODA

PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG CABUT 2022 2023 DPRD SELESAI

KEOLAHRAGAAN NOMOR 11 TAHUN 2022 DIBAHAS,

TENTANG SEBAGAI
KEOLAHRAGAAN DASAR

PERSETUJUAN

PERUBAHAN ATAS PERDA | PENATAAN UBAH 2022 2023 BUPATI SELESAI

NOMOR 12 TAHUN 2015 DIBAHAS,

TENTANG PENATAAN SEBAGAI

PENYELENGGARAAN DASAR

TRANSPORTASI PERSETUJUAN

RENCANA PEMBANGUNAN | PENATAAN KAWASAN 2021 2023 SELESAI

INDUSTRI KABUPATEN INDUSTRI DIBAHAS,

TAHUN 2024-2044 SEBAGAI
DASAR
PERSETUJUAN

PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 BRIDA DAN

MANGKURAWANG DARAT DPMD

PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD

JEMBAYAN ILIR

PEMBENTUKAN DESA LOA | PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD

DURI SEBERANG




10. | PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD
BADAK MAKMUR
11. | PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD
SUNGAI PAYANG ILIR
12. | PEMBENTUKAN SUMBER PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD
REJO
13. | PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD
TANJUNG BARUKUNG
14. | PEMBENTUKAN DESA PEMEKARAN DESA BARU 2024 2025 DPMD
KEMBANG JANGGUT ULU
15. | PERUBAHAN PERATURAN | PENYESUIAN KETENTUAN | UBAH 2024 2025 BADAN
DAERAH KABUPATEN UUM PEMUNGUTAN PENDAPATAN
KUTAI KARTANEGARA PAJAK DAERAH DAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 RETRIBUSI
TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI
16. | PERIKANAN AIR TAWAR PERAIRAN AIR TAWAR BARU 2023 2025 DPRD LENGKAP
BERKELANJUTAN DAN LAHAN PENGKAJI
KABUPATEN KUTAI PEMBUDIDAYAAN IKAN UNMUL
KARTANEGARA MENGANDUNG POTENSI PERIKANAN

SUMBERDAYA YANG
TINGGI, SEHINGGA
DENGAN
MEMPERHATIKAN DAYA
DUKUNG YANG ADA DAN
KELESTARIANNYA DAPAT
DIMANFAATKAN BAGI
KEMAKMURAN DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT




17. | PENGEMBANGAN, SEBAGAI UPAYA UNTUK BARU 2024 2025 DPRD LENGKAP
PEMBINAAN DAN MEMELIHARA BAHASA PENKAJI
PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA KUTAI BALAI BAHASA
DAN SASTRA KUTAI KARTANEGARA KALTIM

MELINDUNGI
KEBERADAAN DAN
KEBERLANGSUNGAN
BAHASA DAN SASTRA
KUTAI SERTA NILAI-NILAI
LUHUR DAN KEBUDAYAAN
KUTAI KARTANEGARA.

18. | PENYELENGGARA PELAKSANAAN BARU 2023 2025 DPRD LENGKAP
PERIZINAN BERUSAHA KETENTUAN PERATURAN PENGKAJI
BERBASIS RESIKO PEMERINTAH NOMOR 5 UNIKARTA
KABUPATEN KUTAI TAHUN 2021 TENTANG
KARTANEGARA PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO.

19. | KOTA RAMAH HAK ASASI PELAKSANAAN BARU 2023 2025 DPRD PENGKAJI
MANUSIA KABUPATEN KETENTUAN PASAL 71 KEMNEKUMHA
KUTAI KARTANEGARA UNDANG-UNDANG M

NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI
MANUSIA, PEMERINTAH
DAERAH BERKEWAJIBAN
MENGHORMATI,
MEMENUHI, MELINDUNGI,
MENEGAKKAN, DAN
MEMAJUKAN HAM.

20. | KEMUDAHAN, PELAKSANAAN BARU 2023 2025 DPRD LENGKAP
PERLINDUNGAN, DAN KETENTUAN PASAL 9, 12, PENGKAJI
PEMBERDAYAAN USAHA 30, 53a, 90 PERATURAN UNIKARTA

PEMERINTAH PENGGANTI




KECIL MENENGAH KUTAI

UNDANG-UNDANG

KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA
21. | PENCEGAHAN DAN PELAKSANAAN BARU 2023 2025 DPRD PENGKAJI
PENANGANAN KONFLIK KETENTUAN PASAL 2 UNIKARTA
SOSIAL KUTAI PERATURAN PEMERINTAH
KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG
PENAGANAN KONFLIK
SOSIAL DIATUR DALAM
PERDA.
22. | PERUBAHAN PERDA NO 14 | STANDARISASI DAN UBAH 2024 2025 DPRD
TAHUN 2014 TENTANG | STATUS CAGAR BUDAYA
CAGAR BUDAYA KUTAI
KARTANEGARA
23. | SISTEM KESEHATAN PENINGKATAN DERAJAT BARU 2023 2025 BUPATI/ MENCABUT
DAERAH KUTAI KESEHATAN DINKES PERDA KUTAI
KARTANEGARA MASYARAKAT, KARTANEGARA
MEMBERIKAN ARAH, NOMOR 16
LANDASAN DAN TAHUN 2011
KEPASTIAN HUKUM TENTANG
KEPADA SEMUA PIHAK SISTIM
YANG TERLIBAT DALAM KESEHATAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KESEHATAN.
24. | KAWASAN TANPA ROKOK PELAKSANAAN BARU 2023 2025 BUPATI/DINK | -

KETENTUAN PASAL 52
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012

ES




PENGAMANAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF BERUPA PRODUK
TEMBAKAU.
PELAKSANAAN
KETENTUAN PASAL 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN MENTRI DALAM
NEGERI NOMOR
188/MENKES/PB/1/2011
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KAWASAN
TANPA ROKOK.

25. | RENCANA PEMBANGUNAN | PASAL 15 HURUF C BARU 2023 2025 BUPATI/
DAN PENGEMBANGAN UNDANG-UNDANG DINAS PERKIM
PERUMAHAN DAN NOMOR 1 TAHUN 2011
KAWASAN PEMUKIMAN TENTANG PERUMAHAN
(RP3KP) DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
26. | PERUBAHAN ATAS PERLINDUNGAN SUMBER | UBAH 2023 2025 BUPATI/ LUNCURAN
PERATURAN DAERAH DAYA PERIKANAN DINAS TAHUN 2024
NOMOR 13 TAHUN 2017 PERIKANAN
TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENANGKAPAN IKAN
27. | PERTANGGUNGJAWABAN | ANGGARAN BARU 2024 2025 BUPATI -
APBD TAHUN 2024
28. | APBD-P TAHUN 2025 ANGGARAN BARU 2024 2025 BUPATI -
29. | APBD TAHUN 2026 ANGGARAN BARU 2024 2025 BUPATI :




BUPATI KUTAI KARTANEGARA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI KARTANEGARA

/ NAIDI
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